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This research aims to find out, analyze, and study about 1) the reasons why 
controlling and utilizing abandoned land toward a land which has been clearly 
abandoned by the Rights Holder are not realized, and, 2) preventive efforts done by 
Land Office of Kabupaten Boyolali (Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali) toward 
the land that has acquired land tenure, so the land will not be indicated to be 
abandoned land and not become abandoned land. 
This research is non-doctrinal legal research or juridical empirical with 
sociological approach which is analyzed deductively.  
Land abandonment action can harm the nation. Besides, it can violate the 
legislation concerning prohibition of abandoning land. The abandoned land has yet to 
be controlled and utilized because; first, it takes long time in processing abandoned 
land control, and there is an internal structural change of Land Office of Kabupaten 
Boyolali (Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali) during the process. Second, 
administration documentation of abandoned land control is defective. The preventive 
efforts, conducted by Land Office of Kabupaten Boyolali (Kantor Pertanahan 
Kabupaten Boyolali), are implementation of technical guidance, and monitoring and 
evaluation of land which has acquired utilization permit for three months.  
Supporting documents of controlling and utilizing abandoned land 
implementation should be documented well. Therefore, the implementation of 
controlling and utilizing of abandoned land can be realized, though there is an 
internal structural change. Monitoring and evaluation should be conducted on time, 
so if there is an obstacle, it can be resolved immediately. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis dan mengkaji mengenai 
1)alasan-alasan tidak dilaksanakannya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar 
terhadap tanah yang sudah nyata-nyata ditelantarkan oleh Pemegang Hak dan 
mengetahui, 2)menganalisis dan mengkaji upaya-upaya preventif yang dilakukan 
Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali terhadap tanah-tanah yang sudah 
mendapatkan dasar penguasaan tanah agar tidak terindikasi menjadi tanah terlantar 
dan tidak menjadi tanah terlantar.   
Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal atau yuridis empiris 
dengan pendekatan sosiologis yang dianalisis secara deduktif.  
Tindakan penelantaran tanah dapat merugikan negara, selain itu juga melanggar 
peraturan perundang-undangan tentang larangan menelantarkan tanah. Tanah yang 
ditelantarkan belum dilaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar 
karena pertama, dalam proses penertiban tanah terlantar membutuhkan waktu yang 
lama dan selama proses tersebut terjadi perubahan struktural internal Kantor 
Pertanahan Kabupaten Boyolali. Kedua, pendokumentasian administrasi penertiban 
tanah terlantar yang kurang baik. Upaya-upaya preventif yang dilakukan Kantor 
Pertanahan Kabupaten Boyolali yaitu melaksanakan bimbingan teknis, monitoring 
dan evaluasi terhadap tanah yang mendapat ijin pemanfaatan dalam waktu sampai 
tiga bulan. 
Seharusnya dokumen-dokumen penunjang pelaksanaan penertiban dan 
pendayagunaan tanah terlantar dapat didokumentasikan dengan baik agar pelaksanaan 
penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dapat terlaksana meskipun terdapat 
perubahan internal pejabat strukturalnya. Monitoring dan evaluasi seharusnya 
pelaksanaannya dapat tepat waktu agar apabila terdapat kendala bisa segera 
diselesaikan dengan baik.  
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